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RINGKASAN 

 

Menjadi hal yang lazim disetiap menjelang Pemilihan Umum maupun 

Pemilihan Kepala Daerah, salah satu topik yang dibahas ialah keberadaan Pemilih 

Pemula. Mereka ialah Warga Negara Indonesia yang disaat hari waktu pemungutan 

suara telah genap berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah dan mempunyai 

hak pilih berdasarkan ketentuan UU Pemilu. Ciri pemilih pemula antara lain; belum 

pernah melakukan penentuan suara di TPS, tidak memiliki pengalaman memilih, 

kurang rasional, penuh gejolak dan semangat, ingin tahu, serta poin penting adalah 

menjadi sasaran peserta pemilu sebab memiliki jumlah cukup besar. Tak dipungkiri, 

pemilih pemula menjadi incaran kontestan Pemilu, baik partai politik ataupun secara 

personal pendukungnya. Pemilih pemilu dianggap rentan untuk dipengaruhi dan 

mudah diarahkan serta menjaring teman lainnya. Kebanyakan dari pemilih pemula 

masuk kategori dengan latar belakang semu, dimana masih ikut-ikutan seperti teman 

seusia, sehingga masih rawan dipengaruhi jalan pikirannya. Sebagai generasi penerus,  

mereka harus belajar dan dipahamkan tentang pentingnya Pemilu untuk mendorong 

rasa partisipasi yang tinggi, sebab menjadi pengalaman pertama dalam keikutsertaan 

pesta demokrasi yang turut menentukan nasib bangsa ke depan.  

Oleh karena itu, Perguruan Tinggi selaku penyelenggara pendidikan 

khususnya Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo perlu melaksanakan suatu 

program berupa pengabdian kepada masyarakat dengan melaksanakan Penyuluhan 

Hukum Berkaitan dengan Hukum Kepemiluan dan Partisipasi Politik Pemilih 

Pemula, termasuk Bekerjasama Dengan Mitra Sehubungan Dengan Konsultasi dan 

Pendampingan Terhadap Masalah yang Dihadapi Pemerintah Daerah dan atau 

Sekolah. Manfaat pelaksanaan program guna menerapkan ilmu pengetahuan dalam 

kehidupan nyata di masyarakat dan memberi sumbangsih pemikiran serta pemahaman 

kepada masyarakat maupun siswa untuk kemajuan pembangunan daerah dan bangsa, 

serta penerapan keilmuan dosen. 
 

Kata Kunci : Politik; Pemilih Pemula; Pemilihan Umum 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Dunia perpolitikan di Indonesia khususnya kaitannya dengan proses 

pemilihan pemimpin baik di tingkat pusat maupun daerah, telah ada regulasi (undang-

undang) yang mengaturnya. Awalnya dalam memilih pejabat negara hanya sebatas 

lembaga legislative yaitu DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten maupun 

Kota. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dan berdasarkan Amandemen ketiga 

Konstitusi (perubahan ke-3 tahun 2001), juga dilakukan pemilihan presiden dan wakil 

presiden secara langsung yang dimulai pada tahun 2004. Ketentuan ini terdapat dalam 

Pasal 6A Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Presiden dan Wakil 

Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Selain Pemilihan 

di tingkatan pusat dalam hal ini pemilu legislatif dan presiden, juga dilaksanakan 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk memilih Gubernur, Walikota dan Bupati 

yang juga dilakukan secara langsung oleh rakyat di daerahnya.  

Demokrasi sendiri menurut Hans Kelsen1 ialah kehendak yang dinyatakan 

dalam tatanan hukum negara sama dengan kehendak para subyek hukum. Hal serupa 

dikatakan William Andrews2, bahwa negara demokrasi modern berdiri di atas dasar 

kesepakatan umum (mayoritas) rakyat tentang bentuk negara yang diimpikan. Negara 

                                                           
1 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, Penerbit Nusa Media dan Nuansa, 

Bandung, 2006,  (hlm : 402-409) 
2 Prof. Jimly Asshddiqie, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 

2009, (hlm : 398-399) 
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diperlukan agar kepentingan mereka dapat dilindungi melalui pembentukan dan 

penggunaan mekanisme yang ideal.  

Membahas isu politik, terdapat istilah menarik yakni “Demokrasi Langsung” 

yang berfungsi mewujudkan kedaulatan rakyat, dimana setiap warga negara bisa 

menyampaikan langsung apa yang menjadi pendapat bahkan keinginannya. Bentuk 

ini dapat dikatakan proporsional, sebab pemilih bisa berhadapan langsung dengan 

wakilnya yang akan duduk di parlemen maupun pucuk pimpunan nanti.3 

Menjadi hal yang lazim disetiap menjelang Pemilihan Umum maupun 

Pemilihan Kepala Daerah, salah satu topik yang dibahas ialah keberadaan Pemilih 

Pemula. Mereka ialah Warga Negara Indonesia yang disaat hari waktu pemungutan 

suara telah genap berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah dan mempunyai 

hak pilih berdasarkan ketentuan UU Pemilu. Ciri pemilih pemula antara lain; belum 

pernah melakukan penentuan suara di TPS, tidak memiliki pengalaman memilih, 

kurang rasional, penuh gejolak dan semangat, ingin tahu, serta poin penting adalah 

menjadi sasaran peserta pemilu sebab memiliki jumlah cukup besar. 

Tak dipungkiri, pemilih pemula menjadi incaran kontestan Pemilu, baik partai 

politik ataupun secara personal pendukungnya. Pemilih pemilu dianggap rentan untuk 

dipengaruhi dan mudah diarahkan serta menjaring teman lainnya. Kebanyakan dari 

pemilih pemula masuk kategori dengan latar belakang semu, dimana masih ikut-

ikutan seperti teman seusia, sehingga masih rawan dipengaruhi jalan pikirannya. 

Sebagai generasi penerus,  mereka harus belajar dan dipahamkan tentang pentingnya 

                                                           
3 Inu Kencana Syafiie, Pengantar Ilmu Pemerintahan, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, (hlm : 139-

140) 
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Pemilu untuk mendorong rasa partisipasi yang tinggi, sebab menjadi pengalaman 

pertama dalam keikutsertaan pesta demokrasi yang turut menentukan nasib bangsa ke 

depan. 

Sementara itu, Pemilu serentak tak lama akan digelar pada tahun 2024 

tepatnya di tanggal 14 Februari. Dua tahun lagi Indonesia menggelar pesta demokrasi 

ini yang membuat antusiasme kalangan politisi berlomba menggaet suara pemilih 

utamanya bagi mereka yang pemula. Sejumlah survey menggambarkan bahwa 

generasi milenial termasuk generasi Z diperkirakan menjadi kelompok dengan porsi 

terbesar pada pemilu tersebut. Pemilih milenial berada pada rentang usia antara 17 

sampai 37 tahun, dan diprediksi pemilih muda ini bakal mengalami peningkatan. 

Mengacu pada pemilu 2019, data KPU menunjukkan jumlah pemilih muda mencapai 

70 juta hingga 80 juta orang dari total 193 juta pemilih. Artinya, 35% sampai 40% 

pemilih milenial memiliki kekuatan dan pengaruh besar terhadap hasil pemilu. 

Namun, tak menutup kemungkinan persoalan lain yang terjadi dimana pemilih muda 

justru berpeluang menjadi penyumbang untuk Golput atau tak menggunakan hak 

pilihnya nanti di pemilu 2024.4 

Berdasarkan data yang diperoleh dari media Kompas bahwa pemilih dari 

kalangan generasi milenial dan generasi Z diprediksi bakal mendominasi Pemilu 

2024, dimana dari DPT pemilu serentak 2019 pemilih berusia 20 tahun mencapai 

17.501.278 jiwa, sementara yang berusia 21-30 tahun sebesar 42.843.792 orang.  

Olehnya pada pemilu 2024 nanti, jumlah pemilih milenial dan generasi Z bakal 

                                                           
4 https://setwan.jogjakota.go.id/detail/index/21959 

https://setwan.jogjakota.go.id/detail/index/21959
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meningkat sekitar 60 persen dari total suara5. Selain itu, berdasarkan survei tim Riset 

dan Analitik Kompas Gramedia Media bersama-sama Litbang menunjukan begitu 

tinggi antusias kaum milenial, yakni mereka dengan rentang kelahiran 1981-1996 

serta generasi Z yang lahir ditahun 1997-2012 untuk mengikuti Pemilu serentak 2024 

nanti. Berdasarkan survey, sebanyak 86,7 % menyatakan kesediaannya berpartisipasi 

pada pemilu nanti. Sementara 10,7 % masih menimbang-nimbang dan 2,6 % lainnya 

menolak untuk mengikuti. Survei dengan menggunakan telepon pula dilakukan 

kepada 3.224 responden dengan usia 17 sampai 40 tahun dan tersebar di 80 daerah 

pemilihan pada awal tahun 2022, dimana sampel yang diambil menggunakan metode 

acak dan menghasilkan tingkat kepercayaan hingga 95 %, sementara margin in error 

kurang lebih 1,79 % terhadap pemilu. 

Antusiasme kaum milenial serta generasi Z dalam mengikuti pemilu muncul 

pada semua daerah pemilihan, dimana dari 80 dapil yang dikelompokkan pada 6 

wilayah, menunjukan keinginan responden mengikuti di atas 85 %. Seperti, Bali 92 

%, Jawa 85 %, Kalimantan 90 %, Maluku dan Papua 90 %, Sulawesi 91 % dan 

Sumatera 86 %.6 Ditetapkannya jadwal pemungutan suara pada pemilu 2024 

memberikan kepastian para calon dan kontestan untuk menyusun strategi pemilu 

khususnya dalam menggaet pemilih pemula atau pemilih milenial. Memahami 

pemilih ini sangat penting, terutama penyiapan perangkat untuk menjangkaunya. 

Pemilih milenial dapat menjadi populer dikalangan para kontenstan, sehingga perlu 

                                                           
5 https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/439516/pemilih-di-pemilu-2024-didominasi-milenial-

nasdem-gencarkan-edukasi-politik 
6 https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/04/08/87-persen-milenial-dan-generasi-z-antusias-ikuti-

pemilu-2024 

https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/439516/pemilih-di-pemilu-2024-didominasi-milenial-nasdem-gencarkan-edukasi-politik
https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/439516/pemilih-di-pemilu-2024-didominasi-milenial-nasdem-gencarkan-edukasi-politik
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dibekali dengan pendidikan politik yang mumpuni agar tidak membawa efek 

kerugian bagi diri sendiri bahkan meluas ke negara. 

Lemahnya kepedulian perihal politik oleh pemilih pemula disebabkan 

anggapan bahwa siswa maupun mahasiswa awal semester mesti netral dalam politik, 

bahkan terbungkam oleh aktivitas pendidikan. Olehnya, mengingat betapa pentingnya 

peran anak muda dalam menentukan arah dan masa depan bangsa sehingga dituntut 

memiliki pemahaman dan pendidikan berkaitan dengan dunia politik. Berkaitan 

dengan generasi muda sebagai pemilih milenial khususnya di lingkungan difokuskan 

pada generasi Z, yakni mereka yang lahir dalam rentang tahun 1997 sampai tahun 

2012. Tahun kelahiran generasi Z memiliki beberapa versi namun yang pasti mereka 

telah terpapar akses teknologi dan internet sejak dini. Berdaarkan data Badan Pusat 

Statistik, bahwa jumlah generasi Z di Indonesia mencapai 74.93 juta jiwa atau 27,94 

persen dari total penduduk. Aset ini tentu harus diberdayakan secara optimal melalui 

pendidikan politik. 

Seluruh lapisan rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk 

menentukan secara langsung, bebas, rahasia, dan otonom.7 Sebab, negara yang 

berdemokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak rakyat 

karena kedaulatan berada ditangan rakyat termasuk kalangan muda Indonesia.8 

Olehnya, partisipasi semua masyarakat sangat penting, sebab Pemilu sendiri adalah 

pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak 

                                                           
7 1A.Ubaedillah dan Abu Razak, Demokrasi, Hak asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani, (jakarta : 

ICCE Uin Syarif Hidayatullah, 2003), hlm. 202. 
8 1 Rizky Ariestandi Irmansyah, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi, (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2013), h. 116 
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sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan 

pemilih (rakyat).9  

Oleh karena itu, tingkat kesadaran dan partisipasi politik masyarakat 

khususnya para pemilih pemula penting ditingkatkan dalam proses demokasi ditahun 

2024 mendatang, melalui Program Pengabdian Kolaboratif dengan tema 

“Peningkatan Pemahaman Politik Bagi Pemilih Pemula Di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 1 Kintom Kabupaten Banggai (Sulawesi Tengah)” 

 

1.2  Tujuan  

 Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka program dalam kegiatan 

Pengabdian Kolaboratif yang akan dilaksanakan yaitu :  

1. Penyuluhan Hukum Berkaitan dengan Hukum Kepemiluan dan Partisipasi 

Politik Pemilih Pemula.  

2. Penguatan hubungan kemitraan dengan sekolah. 

 

1.3  Manfaat Pelaksanaan Program 

1. Penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan nyata di masyarakat. 

2. Memberi sumbangsi pemikiran serta pemahaman kepada masyarakat maupun 

siswa untuk kemajuan pembangunan daerah dan bangsa. 

3. Penerapan keilmuan bagi dosen, dan sebagai media pembelajaran serta 

penelitian pada tahap selanjutnya. 

4. Wujud nyata pembelajaran serta pelatihan untuk mahasiswa di lapangan, guna 

melatih kemampuan memecahkan persoalan kehidupan masyarakat. 

                                                           
9 S.M.Amin, Demokrasi Selayang Pandang, Cetakan Kedua (Jakarta: Pradyna Paramita, 1981), h. 5-14 
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BAB II 

TARGET DAN LUARAN PROGRAM 

 

2.1  Target 

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya kaum muda milenial dalam 

kegiatan politik guna mewujudkan proses demokrasi di negara Indonesia.  

2. Menyiapkan kaum pemuda selaku pemilih pemula yang partisipatif dalam 

pemilihan umum (Pemilu) Tahun 2024 dan diwaktu-waktu mendatang. 

3. Kaum pemuda/pemudi memahami dan menguasai regulasi berkaitan dengan 

hukum Kepemiluan yang berlaku di Indonesia.  

4. Target jangka panjang ialah mewujudkan demokrasi yang utuh pada semua 

lapisan masyarakat. 

5. Terjalinnya kemitraan Fakultas Hukum dengan pihak sekolah. 

 

2.2  Luaran Program 

Luaran yang diharapkan melalui program ini adalah: 

1. Penyuluhan Hukum kepada Siswa/siswi di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 1 Kintom.  

2. Poster kegiatan 

3. Implementation Agreement (IA) antara FH UNG dan Pihak Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Kintom. 
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4. Laporan Wajib : 

- Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian 

- Buku Catatan Harian Kegiatan (Log Kegiatan) 

- Buku Catatan Keuangan (Log Keuangan) 
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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

 

3.1  Persiapan dan Pembekalan 

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kolaboratif ini, meliputi langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Persiapan, meliputi kegiatan; 

a. Perencanaan Kegiatan Pengabdian. 

b. Koordinasi dengan Pihak/Pimpinan Fakultas Hukum terkait Program 

Pengabdian Kolaboratif. 

c. Menyusun proposal Pengabdian Kolaboratif dilanjutkan dengan penginputan 

secara offline/online. 

d. Perekrutan Mahasiswa Peserta Pengabdian Kolaboratif. 

2. Pembekalan 

Setelah Proposal diterima dan dinyatakan lolos, langkah selanjutnya adalah: 

1) Koordinasi dengan Pihak Fakultas terkait waktu maupun jadwal coaching 

Peserta Pengabdian Kolaboratif.  

2) Pertemuan antara Dosen Pembimbing Lapangan dengan Mahasiswa Peserta 

Pengabdian Kolaboratif.   

3) Kegiatan Pembekalan meliputi: 

a. Mengecek Kesiapan fisik serta Pendanaan. 

b. Pembekalan Materi Program secara keseluruhan. 
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c. Penyampaian target yang akan dicapai, baik waktu pelaksaanaan maupun 

implementasi program. 

d. Penyampaian informasi mengenai jadwal keberangkatan dan pelaksanaan 

Pengabdian Kolaboratif di lapangan.  

3. Pelaksanaan Kegiatan 

a. Pelepasan oleh pihak Fakultas Hukum UNG. 

b. Pengarahan Dosen Pembimbing Lapangan kepada tim dan mahasiswa. 

c. Pelaksanaan Program Pengabdian Kolaboratif. 

d. Penarikan Peserta Pengabdian Kolaboratif. 

 

3.2  Uraian Program Pengabdian Kolaboratif  

Sesuai isi latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, berikut uraian 

program yang menjadi kegiatan selama pelaksanaan yaitu:   

Tabel Program Kerja 

Lingkup Program  Kegiatan 

 

Penyuluhan Hukum  3.1.1 Melakukan Koordinasi dan Komunikasi 

bersama Pihak Sekolah. 

3.1.2 Komunikasi dengan Peserta Penyuluhan 

3.1.3 Melaksanakan Penyuluhan Hukum dan 

Diskusi Berkenaan dengan Masalah 

partisipasi politik 
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Pendampingan 

Terhadap Siswa 

 

Memberi saran dan atau rekomendasi berkenaan 

dengan persoalan yang dihadapi siswa dalam 

pemenuhan hak politik mereka 

 

3.3 Rencana Aksi Program 

Rencana aksi sebagaimana disebutkan di atas, akan diterjemahkan dalam 

bentuk jam kerja yang akan diselesaikan mahasiswa peserta Pengabdian Kolaboratif. 

Adapun jam kerja sebagai berikut: 

 

No Nama Pekerjaan Program Volume (JKEM) 

1 Melakukan sinkronisasi jadwal 

(waktu dan tempat) pelaksanaan 

sesuai kesepakatan bersama, 

sekaligus persiapan pelaksanaan 

program. 

Inventarisasi 

Program 

5 Jam (1 hari) 

2 Pelaksanaan Penyuluhan 

Hukum. 

Penyuluhan 5 (1 hari) 

3 Pendampingan kepada siswa Pendampingan 5 (1 hari) 

4 Persiapan Penarikan Peserta 

Pengabdian 

Persiapan 

Penarikan 

5 (1 hari) 

6 Penyusunan Laporan Kegiatan Menyusun 

Laporan 

10 (2 hari) 

Total Volume Kegiatan 30 
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BAB IV 

HASIL KEGIATAN 

 

4.1. Profil Sekolah 

SMA Negeri 1 Kintom adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang 

SMA di Dimpalon, Kec. Kintom, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah. Dalam 

menjalankan kegiatannya, SMA Negeri 1 Kintom berada di bawah naungan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. SMA Negeri 1 Kintom didirikan melalui 

SK Pendirian Sekolah No. 421.3/1.983/DIS-PDK pertanggal 10 Oktober 2019. SMA 

Negeri 1 Kintom terakreditasi A dengan nomor SK 1344/BAN-SM/SK/2019. 

4.2. Hasil Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan inti dari pelaksanaan Pengabdian Kolaboratif ini adalah penyuluhan 

terkait partisipasi politik pemilih pemula, khususnya yang berada di SMA Negeri 1 

Kintom. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman 

terkait kepemiluan kepada Siswa SMA Negeri 1 Kintom dimana tujuan akhirnya 

adalah lahirnya kesadaran bagi siswa untuk berpartisipasi dalam setiap proses atau 

tahapan pemilihan umum. Kegiatan ini dilakukan melalui tahapan: 

1. Penyuluhan 

Penyuluhan terkait “Peningkatan Pemahaman Politik Bagi Pemilih Pemula Di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kintom Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah” 

dihadiri oleh guru dan siswa SMA Negeri 1 Kintom bertempat di salah satu ruang 

kelas sekolah. Abdul Hamid Tome, SH., MH yang bertindak sebagai pemateri 

menyampaikan bahwa sebagai generasi penerus bangsa, para siswa yang telah 
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masuk pada level pemilih pemula harus memahami betul peran strategis 

keberadaan mereka. Jika keputusan memilih calon pemimpin atau partai politik 

tidak digunakan atau salah digunakan maka akan membawa dampak yang tidak 

baik bagi kehidupan generasi yang akan datang. Oleh karenanya, para siswa perlu 

dibekali pemahaman terkait apa itu politik, pemilihan umum, demokrasi, hak dan 

kewajiban warga negara, dan tanggungjawab bernegara. Sehingganya kegiatan ini 

merupakan bagian penting dalam upaya memberikan pendidikan politik kepada 

siswa selaku generasi muda sekaligus pemilih pemula dengan harapan para siswa 

dapat menjalankan hak konstitusional yang mereka miliki dalam memperkuat 

sistem demokrasi negara. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini para pemilih 

pemula dapat menjadi generasi yang cerdas tidak hanya di dalam kelas tetapi juga 

cerdas secara politik dalam menyalurkan aspirasi sekaligus mengawal proses 

demokrasi.  

Pada akhir materi, narasumber menyampaikan agar para siswa tidak mudah 

terprovokasi dengan berita hoaks yang dapat memecah persatuan dan 

keberagaman yang ada dalam lingkungan masyarakat, melakukan pengawasan 

terhadap pelaksanaan setiap tahapan pemilu termasuk melaporkan kepada pihak 

yang berwenang jika melihat adanya perilaku menyimpang atau kecurangan yang 

dilakukan oleh tim pemengangan atau pasangan calon, atau partai politik, dan 

terakhir mendorong siswa agar menggunakan hak pilihnya pada hari pelaksanaan 

pencoblosan. 

Kegiatan ini mendapat sambutan yang baik dari pihak sekolah, siswa terlibat 

aktif dalam proses diskusi atau pendalaman materi. 
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2. Pemberian poster kegiatan 

Pada akhir kegiatan, tim yang turun dilokasi memperlihatkan setiap tahapan 

yang dilakukan oleh para siswa dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2024. 

Setiap tahapan tersebut telah dikemas oleh tim dalam bentuk poster yang juga 

diserahkan kepada pihak sekolah sebagai media sosialisasi kepada para siswa. 

3. Penandatanganan naskah implementasi kegiatan kerja sama 

Setelah melaksanakan kegiatan, tim beserta pihak sekolah melakukan 

penandatanganan dokumen implementasi kegiatan kerja sama sebagai upaya 

meningkatkan hubungan kemitraan antara Fakultas Hukum Universitas Negeri 

Gorontalo dengan SMA Negeri 1 Kintom. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan  

Pelaksanaan pengabdian kolaboratif di SMA Negeri 1 Kintom Kabupaten 

Banggai mendapat respon positif dari siswa dan pihak sekolah. Program yang telah 

disusun berjalan dengan baik berkat kerjasama dengan pihak sekolah.  

5.2. Saran 

Agar terjadi keberlanjutan pada kegiatan ini, diharapkan agar: 

1. Pihak sekolah dapat memberikan penguatan materi terkait hak politik peserta didik 

melalui materi pembelajaran yang terkait. 

2. Diperlukan media yang adaptif dengan kondisi generasi muda sebagai wadah 

dalam mensosialisasikan hak-hak politik generasi muda. 
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Atas Kebebasan 
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Indonesia 
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Jabatan Di 

Pemerintahan Daerah 
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1 Jurnal  The Function Of 

Sharia-Based 

Regional Regulations 

On Education And 

Social Services In 
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Constitutional Rights 

of Abandoned 

Children Victims of 
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Exploitation 
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Volume 4 Issue 

01 
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of-bencoolen-international-

conference-on-law-studies-rule-of-

law-democracy-and-human-rights-

amidst-pandemic-era/ 

 

The Impact Of The 

Assimilation Policy 

On Prisoners And 

Underage Prisoners 

For The Prevention 

And Control Of The 

Spread Of Covid-19 

Proceedings of 

Bencoolen 

International 

Conference on 

Law Studies : 

Rule of Law,  

Democracy and 

Huma,n Rights 

amidst 

Pandemic Era, 

http://fh.unib.ac.id/proceedings-of-bencoolen-international-conference-on-law-studies-rule-of-law-democracy-and-human-rights-amidst-pandemic-era/
http://fh.unib.ac.id/proceedings-of-bencoolen-international-conference-on-law-studies-rule-of-law-democracy-and-human-rights-amidst-pandemic-era/
http://fh.unib.ac.id/proceedings-of-bencoolen-international-conference-on-law-studies-rule-of-law-democracy-and-human-rights-amidst-pandemic-era/
http://fh.unib.ac.id/proceedings-of-bencoolen-international-conference-on-law-studies-rule-of-law-democracy-and-human-rights-amidst-pandemic-era/
http://fh.unib.ac.id/proceedings-of-bencoolen-international-conference-on-law-studies-rule-of-law-democracy-and-human-rights-amidst-pandemic-era/
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Sharia Regional 
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